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ABSTRAK 

 

Addriansyah (2023): Pengawasan Over Loading dan Over Dimension Oleh 

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan 

Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 

2019 

 
Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 merupakan sebuah 

kebijakan yang memberikan arahan dan petunjuk kepada Dinas Perhubungan Kabupaten 

Bengkalis terkait pengawasan terhadap mobil barang yang melakukan pelanggaran 

muatan lebih (overloading) dan pelanggaran ukuran lebih (over dimension). Masih 

banyaknya ditemukan truk  melebihi muatan yang melintas di sepanjang Jalan Desa 

Petani yang membuat peniliti tertarik untuk melakukan penelitian pengawasan  over 

loading dan over dimension oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis  Berdasarkan 

Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan oleh Dinas Perhubungan 

dan faktor penghambat  yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis 

dalam mengawasi mobil  barang  yang melakukan pelanggaran ukuran lebih dan muatan 

lebih. 

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis, yaitu Penelitian 

yang menganalisis dan mempelajari fungsi hukum di masyarakat. Penelitian ini bersifat 

deskriptif analitis dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling 

dengan analisis data kualitatif kemudian penarikan kesimpulan secara induktif. data yang  

diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi lapangan, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  Pengawasan oleh Dinas Perhubungan 

Kabupaten Bengkalis belum maksimal, karena kurangnya pengawasan langsung seperti 

mengadakan Operasi Razia yang  melibatkan pihak Kepolisian dan Instansi terkait 

lainnya yang dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis. Operasi Razia ini 

tentunya bertujuan untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap angkutan  

barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih dan muatan lebih, agar  mengurangi 

tingkat kerusakan pada jalan, meningkatkan keselamatan pengendara dan  mengurangi 

tingkat kecelakaan. Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan 

Kabupaten Bengkalis dalam hal pengawasan dan penertiban truk yang bermuatan lebih 

dan ukuran lebih diantaranya :  kurangya sumber daya manusia dalam hal ini personel 

atau pegawai Dinas Perhubungan yang belum sebanding dengan luasnya wilayah 

Kabupaten Bengkalis, minimnya anggaran serta teknologi yang  memadai untuk 

mendeteksi pelanggaran. Hal ini di buktikan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. 

 

Kata Kunci : Pengawasan, Over Dimension, Over Loading.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang    

 Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang strategis dalam 

mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya 

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan 

sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan 

perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran 

berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan 

ekonomi dan pengembangan wilayah.
1
  

 Transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu 

tempat ketempat yang lainnya dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai 

lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lebih lanjut ditambahkan 

bahwa timbulnya transportasi berdasarkan persoalan.
2
 

1. Kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam proses      

kehidupan 

2. Barang, jasa, dan informasi tidak berada dalam satu kesatuan dengan 

tempat tinggalnya. 

 

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan yang selalu dihadapi 

oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan 

transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang 

                                                           
1
 Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2009,  tentang lalu lintas dan angkutan jalan,  

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. 
2
 Arif Budiarto dan Amirotul M.H. Mahmudah,  Rekayasa Lalu Lintas, (Semarang: UNS 

Press, 2007),  h.1. 
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lebih parah dan kualitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik 

kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.
3
 

Dalam menjalankan kewenangannya tugas pemerintah tidak hanya menjaga 

keamanan semata tetapi secara efektif turut serta dalam kehidupan 

kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan. Tugas pemerintah dalam negara 

kesejahteraan berkembang menjadi luas. Pemerintah wajib menyelenggarakan dan 

mengatur kepentingan umum seperti kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan, 

pembagian tanah, transportasi dan sebagainya.
4
 

Transportasi sebagai aspek dari kepentingan umum merupakan bidang 

kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan rakyat Indonesia. Secara umum 

transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan 

ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis 

misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industry  nasional 

dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. 

Sehubungan dengan tujuan ekonomis tadi, adapun tujuan yang bersifat non 

ekonomis yaitu untuk menumbuhkan integritas bangsa, serta meningkatkan 

pertahanan dan keamanan sosial.
5
 

Kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan 

kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan, dan 

distribusi barang hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah 

                                                           
3
 Ibid., h. 2 

4
  E. Utreecht, Pengantar Hukum Adminitrasi Negara Indonesia, (Bandung: Balai buku 

Ichtiar, 1960), h.23 
5
 Abbas Salim, Manajemen Transportasi, (Jakarta:  Raja Grafindo, 2006), h.2. 
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air. Transportasi merupakan sistem dari lalu lintas dan angkutan jalan yang juga 

merupakan urat nadi bagi kehidupan perekonomian dan sosial masyarakat.
6
 

 Transportasi angkutan barang memerlukan perhatian yang serius dari 

pemerintah untuk melakukan pengawasan serta penindakan dalam rangka 

penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang yang bermuatan lebih 

(Over Loading) yang melintas dan Perlunya penegakan hukum  untuk 

mewujudkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sosial sehingga 

perlindungan terhadap sarana kepentingan umum menjadi nyata. Penegakan 

hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.
7
 

Over Loading merupakan kondisi kendaraan yang mengangkut muatan 

melebihi batas standar pembebanan jalan dan jembatan yang telah ditetapkan. 

Sedangkan Over Dimension meruoakan kondisi dimana dimensi kendaraan tidak 

sesuai dengan standar ketentuan lalu lintas. Dampak Over Loading dan Over 

Dimension dapat menyebabkan dampak, antara lain sebagai berikut:  

1. kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan 

2. kebutuhan biaya pemeliharaan imfrastruktur meningkat 

3. menurunnya tingkat keselamatan lalu lintas jalan yang menyebabkan 

kecelakaan lalu lintas 

4. menyebabkan kerusakan komponen kendaraan yang memperpendek 

umur kendaraan 

5. ketidakadilan dalam usaha pengangkutan barang  

6. kemacetan lalu lintas  akibat kecelakaan dan kerusakan jalan akan 

merugikan banyak pihak baik berupa waktu, biaya angkutan maupun 

gangguan emosional.
8
 

 

                                                           
6
 Abdul  Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 

1998), h.7. 
7
 Dellyana dan Shant, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta:  Liberty, 1998), h.32. 

8
 Arya Bagus dan Herry Vaza, Isu Over Dimension Over LoadiNG (ODOL) Angkutan 

Logistik dan Konsep Solusi Strategis, (Jurnal: 2021) h.5 
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Azas Tigor Nainggolan, menyebutkan bahwa keberadaan truk Over Loading  

juga dapat membahayakan pengendara itu sendiri maupun pengemudi lainnya. 

Tigor juga mengatakan, kendaraan truk Over Loading biasanya juga di modivikasi 

agar muatan lebih banyak (Over Dimension) sehingga para pengusaha transportasi 

bisa menekan biaya. Oleh karena itu Tigor menegaskan bahwa penertiban truk 

Over Loading dan Over Dimension butuh konsistensi dan ketegasan pemerintah.
9
 

Sumber penghasilan terbesar di Kabupaten Bengkalis berasal dari minyak 

bumi yang menjadi sumber terbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) nya bersama dengan gas. Selain itu bengkalis juga akan kaya hasil 

perkebunan kelapa sawit serta karet. sebagai salah Satu wilayah  yang kaya akan 

minyak bumi dan hasil perkebunan otomatis tingkat intensitas kegiatan 

transportasi juga menjadi tinggi, dimana terdapat banyak pabrik-pabrik besar 

melakukan kegiatan transportasi barang yang didominasi oleh kendaraan 

bermuatan besar.
10

 Melihat hal ini tentu perlu bagi Pemerintah Kabupaten 

Bengkalis untuk melakukan pengawasan serta pengaturan terhadap kendaraan 

angkutan barang yang beroperasi guna memastikan kendaraan angkutan barang 

dalam kondisi baik dan memenuhi persyaratan yang berlaku. 

Pada prakteknya yang penulis amati langsung di lapangan tepatnya di 

sepanjang jalan Desa Petani, Kabupaten Bengkalis kerap kali ditemukan adanya  

ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan kenyataan. Para supir mobil 

angkutan barang  yang bermuatan sawit  atau perusahaan yang beroperasi masih 

                                                           
 
9
Artikel dari situs https://m.liputan6.com/bisnis/read/4927696/ini-alasan-keberadaan-truk-

odol-perlu-ditindak-tegas Diakses pada  6 Agustus 2022. 
10

 Artikel dari situs https://economy.okezone.com/read/2022/12/29/470/2736459/riau-

ternyata-punya-5-daerah-terkaya-mana-saja Diakses pada 12 Desember 2022. 

https://m.liputan6.com/bisnis/read/4927696/ini-alasan-keberadaan-truk-odol-perlu-ditindak-tegas
https://m.liputan6.com/bisnis/read/4927696/ini-alasan-keberadaan-truk-odol-perlu-ditindak-tegas
https://economy.okezone.com/read/2022/12/29/470/2736459/riau-ternyata-punya-5-daerah-terkaya-mana-saja
https://economy.okezone.com/read/2022/12/29/470/2736459/riau-ternyata-punya-5-daerah-terkaya-mana-saja
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saja melakukan pelanggaran daya angkut muatan hingga mengesampingkan 

kepentingan umum dan keamanan umum.
11

 

Kendaraan bermuatan lebih dengan tonase besar terus menerus melewati 

jalan tersebut, padahal sudah jelas jalan tersebut termasuk kedalam jalan provinsi 

dengan jalan kelas I dengan fungsi jalan Arteri dan jalan Kolektor dengan 

kapasitas muatan 10 Ton tetapi masih saja ditemukan kendaraan yang bermuatan 

melebihi kapasitas yang telah ditetapkan dan kurangnya pengawasan oleh Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bengkalis  yang akhirnya akan berpotensi besar akan 

cepat merusak infrastruktur jalan. Muatan lebih berdampak buruk pada semua 

pihak. Pertama, dana pemerintah yang tersedot banyak untuk perbaikan jalan-jalan 

rusak . kedua, kelebihan muatan juga akan merugikan para pengusaha truk karena 

makin berat muatan maka makin berat pula beban yang diterima kendaraan 

membuat kendaraan lebih cepat rusak karena komponen kendaraan tidak didesain 

untuk mengangkut beban seberat itu. Ketiga, pengguna jalan juga terkena imbas 

jika jalan menjadi rusak dan berpotensi besar mengakibatkan kecelakaan lalu 

lintas. 

Hal ini perlu mendapat perhatian dan segera mungkin ditindak karena 

dampak yang ditimbulkan cukup karena masih banyak kendaraan pengangkut 

hasil perkebunan kelapa sawit serta pengangkut hasil industri lainnya yang 

melebihi kapasitas muatan padahal Menteri Perhubungan sudah mengeluarkan 

Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Terhadap Mobil 

                                                           
11

 Pengamatan Langsung di Lapangan di sepanjang jalan Desa Petani Pada Tanggal 3 Juli 

2022 Pukul 08 : 30 WIB 
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Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan Pelanggaran Ukuran 

Lebih (Over Dimension)  yang berbunyi sebagai berikut : 

1. Dalam rangka menjaga infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan lebih 

cepat sehingga berakibat pelanggaran muatan lebih atau pelanggaran 

ukuran lebih, serta mengurangi angka kecelakaan Lalu Lintas perlu 

dilakukan Pengawasan terhadap mobil barang. 

2. Pengawasan terhadap pelanggaran muatan lebih dan pelanggaran ukuran 

lebih dilakukan melalui penerbitan rancang bangun kendaraan bermotor 

dan penindakan mobil barang yang melakukan muatan lebih atau ukuran 

lebih. 

3. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) diatas dilakukan 

oleh : 

a. Direktorat jenderal Perhubungan Darat, bertugas:  

1) Mengawal penerbitan Surat Keputusan Rancang Bangun    

(SKRB), penimbangan mobil barang, Norma Standar Prosedur 

Kriteria (NPSK) uji tipe dan uji kendaraan. 

2) Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum secara tegas 

terhadap pelanggaran muatan lebih atau pelanggaran ukuran lebih 

3) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian  Negara Republik 

Indonesia melalui Korps Lalu Lintas dan Badan Reserse Kriminal, 

Ditjen Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, Dinas Perhubungan 

Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan Badan Usaha 

Jalan Tol terhadap pengawasan dan penindakan pelanggaran 

muatan lebih atau pelanggaran ukuran lebih. 

 

b. Perusahaan agen pemegang merek kendaraan bermotor dilarang 

memproduksi, memasarkan, dan mengimpor mobil barang yang dapat 

menimbulkan pelanggaran muatan lebih atau pelanggaran ukuran 

lebih. 

c. Perusahaan karoseri atau penjual kendaraan bermotor (dealer) dilarang 

memproduksi, merakit dan melayani pembelian kendaraan mobil 

barang yang dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih atau 

pelanggaran ukuran lebih. 
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d. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dilarang 

melakukan kontrak kerjasama dengan jasa pengurusan transportasi 

yang menggunakan mobil barang yang dapat menimbulkan 

pelanggaran muatan lebih dan pelanggaran ukuran lebih. 

e. Perusahaan angkutan umum yang telah mengoperasikan mobil barang 

dan berpotensi melakukan pelanggaran ukuran lebih dan muatan lebih 

agar melakukan normalisasi terhadap ukuran kendaraannya. 

f. Pemilik barang dilarang melakukan kontrak kerjasama dengan 

transporter yang menggunakan kendaraan angkutan barang yang dapat 

menimbulkan pelanggaran ukuran lebih dan pelanggaran muatan lebih. 

g. Seluruh Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan 

Kabupaten /Kota sesuai dengan kewenangannya agar melakukan: 

1) Pengawasan dan penindakan tegas terhadap mobil barang yang 

dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih dan pelanggaran 

ukuran lebih 

2) Pengujian terhadap dimensi mobil barang sesuai dengan ketentuan 

Perundang-Undangan 

3) Tidak meluluskan pengujian terhadap mobil barang yang 

melakukan pelanggaran ukuran lebih.
12

 

 

Dimana pada Pasal 3 ayat g Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 

Tahun 2019  menjelaskan bahwa  Seluruh Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas 

Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya agar melakukan: 

1. Pengawasan dan penindakan tegas terhadap mobil barang yang dapat    

menimbulkan pelanggaran muatan lebih dan pelanggaran ukuran lebih 

2. Pengujian terhadap dimensi mobil barang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan  

3. Tidak meluluskan pengujian terhadap mobil barang yang melakukan 

pelanggaran ukuran lebih. 

Jika Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang 

Pengawasan Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan 

Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension)  ini dilaksanakan dengan baik oleh 

                                                           
12

 Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang  Pengawasan Mobil 

Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan Pelanggaran Ukuran Lebih (Over 

Dimension). 
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Dinas Perhubungan maka truk yang bermuatan lebih (Over Loading) tidak 

ditemukan lagi disepanjang jalan Desa Petani, Kabupaten Bengkalis. Dari 

permasalahan diatas peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul: PENGAWASAN OVER LOADING  DAN OVER DIMENSION 

OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS 

BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR 21 TAHUN 2019. 

  

B. Batasan Masalah  

          Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipermasalahkan maka penulis memandang permasalahan penelitian yang 

diangkat perlu dibatasi. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan kepada 

Pengawasan muatan lebih dan ukuran lebih oleh Dinas Perhubungan Kabupaten 

Bengkalis Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 

Tentang  Pengawasan Muatan Lebih (Over Loading) dan Pelanggaran ukuran 

lebih (Over Dimension) Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

penelitian adalah sebagai berikut   

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Terhadap 

Mobil Angkutan Barang  Yang Melakukan Pelanggaran Muatan Lebih 

(Over Loading) dan Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension)? 
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2. Apa Saja Faktor Penghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis  

dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Mobil Angkutan Barang Yang 

Melakukan Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan Pelanggaran 

Ukuran Lebih (Over Dimension? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis 

sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 

Tentang Pengawasan Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over 

Loading) dan Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension). 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam Mengatasi Kendaraan truk yang 

Over Loading dan Over Dimension sesuai dengan Surat Edaran Menteri 

Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Mobil Barang 

Atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan Pelanggaran Ukuran 

Lebih (Over Dimension). 

 

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah  

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) 

pada program strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakuktas Syariah dan 

Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam 

Mengawasi Kendaraan yang Over Loading dan Over Dimension. 

3. Bagi pembaca dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi mahasiswa 

dan masyarakat. 

4. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu 

yang diperoleh secara teori dilapangan. 

5. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan menambah 

minat baca dalam kegiatan sehari-hari. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Kerangka Teoritis  

1. Pengawasan 

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa 

tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara 

membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi 

yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. 

Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk 

menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan 

pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang 

dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan 

sebelumnya.
13

 Pengawasan yang dikemukakan oleh Robert J. M Ockler 

berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan 

yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan 

tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, 

membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya.
14

 

Dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 

Tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan  

Lebih (Over Loading) dan Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension) 

                                                           
13

 Sirajun, Hukum Pelayanan Publik, (Malang : Setara Press, 2012), h. 126 
14

 Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Rafika 

Aditama, 1999),  h.360. 
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pengawasan terhadap pelanggaran muatan lebih dan pelanggaran ukuran 

lebih dilakukan melalui penerbitan rancang bangun kendaraan bermotor 

dan penindakan mobil barang yang melakukan muatan lebih atau ukuran 

lebih.
15

 

Menurut Sujamto definisi pengawasan merupakan “segala usaha 

atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya 

tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya 

atau tidak”. Didalam hukum administrasi negara arti penting pengawasan 

merupakan bagian dari bentuk mencegah timbulnya penyimpangan tugas 

pemerintah dari apa yang telah digariskan, dan menindak penyimpangan 

yang terjadi.
16

 

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah 

“awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. 

Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut  

“Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar 

pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan 

atau hasil yang dikehendaki”.
17

 

Menurut Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni 

suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. 

Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi 

                                                           
15

 Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan 

Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan  Lebih (Over Loading) dan Pelanggaran 

Ukuran Lebih (Over Dimension). 
16

 Budi Setiawan , Ilmu Administrasi Lembaga  Pengembangan Administrasi, (Bandung : 

STIA IAN Bandung Press, 2010), h.158 
17

 Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi dan Management, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978),  

h.93. 



 

  

 

13 

pengwasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu 

berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi 

yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukan (menentukan) 

kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk 

memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.
18

 

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan 

hirarki dan pengawasan fungional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan 

terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. 

Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, 

yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun 

oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum 

(Departemen Dalam Negeri).
19

 

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, 

menjelaskan bahwa hubungan antara pemeritah pusat dengan pemerintah 

daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa 

hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah 

hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang 

terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. 

Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem 

pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi 

daerah, bukan untuk ”mengekang” dan ”membatasi”. Selanjutnya, 

                                                           
18

 M. Manullang, Dasar-dasar Management, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977),  h.136. 
19

 Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1994), Cet. Ke-1,  h.20. 
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pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan 

adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana 

pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang 

hendak dicapai.
20

 

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk 

memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa 

orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan 

berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak 

terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesunagguhnya dapat 

menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.
21

 

a. Bentuk-bentuk Pengawasan  

Terdapat bermacam-macam bentuk pengawasan yang secara 

teoritis yaitu: 

1)  Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung 

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan 

secara pribadi oleh pimpinan atau atasan dengan cara mengamati, 

meneliti, dan memeriksa kegiatan di tempat kerja dan menerima 

laporan langsung dari pelaksana. Dalam pemeriksaan langsung 

dapat dilakukan dengan cara personal dengan melakukan 

pengawasan secara pribadi agar pelaksana pekerjaan dapat melihat 

sendiri. 

                                                           
20

 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: 

Penerbit Grasindo, 2007), h.312. 
21

 Makmur, Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, (Bandung: PT. Rafika 

Aditama, 2011),  h.176. 
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Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak 

jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan 

oleh para bawahan baik berbentuk lisan maupun tulisan.
22

 

2)  Pengawasan Preventif dan Represif 

Pengawasan preventif adalah suatu pengawasan yang 

dilakukan pada kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat 

mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Pengawasan 

preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan 

terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, 

sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, 

pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk 

menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara 

yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar.  

Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem 

pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang 

dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan 

bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga 

penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih 

awal. Sedangkan pengawasa represif merupakan pengawasan yang 

dilakukan setelah adanya kegiatan yang telah dilaksanakan. Contoh 

dari pengawasan ini berupa Peraturan perundang-undangan yang 

                                                           
22

 Sondang  P Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia,Cet.2 (Jakarta: 2008), h.115 
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mana peratutan ini diperiksa atau diyakini sudah berjalan baik 

apabila sudah ada pelaksanaannya .
23

 

Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang 

dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah 

dilaksanakan atau dilakukan. 

b. Mekanisme dan Prosedur Pengawasan  

Mekanisme adalah pandangan interaksi bagian lainnya dalam 

suatu  sistem secara tanpa sengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi 

sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua 

gejala dijelaskan prinsip untuk mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi 

suatu sebab atau prinsip kerja. Sedangkan Prosedur adalah urutan 

langkah-langkah atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan, di mana 

pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang 

dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di 

mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.
24

 

Mekanisme dan prosedur sebenarnya suatu bentuk ketentuan 

atau peraturan kelembagaan yang telah ditetapkan untuk dijadikan 

pedoman dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan 

yang terdapat dalam kelembagaan itu sendiri. Sebagaimana kita sadari 

dan membenarkannya bahwa pengawasan merupakan rangkaian 

kegiatan yang harus dilakuakan oleh seseorang yang diberikan tugas 

dan kewenangan untu melakukan rangkaian kegiatan pengawasan 

                                                           
23

 Ibid, h.117. 
24

 Makmur,  Efektivitas KebijakanPengawasan, (Bandung: PT Replika Aditama, 2011), 

h.183. 
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tersebut. Hal ini yang kita maksud mekanisme pengawasan tersebut. 

Hal ini yang kita maksud mekanisme pengawasan. Disamping itu juga 

bahwa kita sadari pula bahwa dimana kegiatan dalam pengawasan 

terdiri atas berbagai rangkaian pekerjaan yang harus dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan rangkaian dalam sebuah 

kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan, hal inilah yang kita 

artikan prosedur pengawasan.
25

 

c.  Fungsi pengawasan  

Fungsi Pengawasan dapat dilakukan setiap saat baik selama 

proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah 

berakhir untuk mengetahuai tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi 

atau kerja. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap satu perencanaan 

dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi 

manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan 

kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. 

Keberhasilan perlu dipetrtahankan dan jika mungkin ditingkatkan 

dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan 

suatu organisasi/ unit kerja tertentu.
26

  

Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan 

menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun 

pelaksanaannya juga sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan 

                                                           
25

 Ibid., h.184. 
26

 Isnawati, Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, 

(Samarinda : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945), h.99 
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yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang 

sebenarnya secara tepat dan cermat. 

Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup 

memadai dan dilakukan secara efektif. Pengawasan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah berfungsi untuk memberi 

pengaruh dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang 

hendak dicapai sesuai dengan tujuan bernegara (direktif), membina 

kearah kesatuan bangsa (integratif), pemeliharaan dan penjaga 

keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara (stabilitatif) dan penyempurnaan terhadap tindakan-

tindakan administrasi negara maupun menjaga tindakan warga dalam 

kehidupan bernegara dan bermasyarakat (perspektif), upaya yang 

dilakukan untuk mendapatkan keadilan (korektif). Terselenggaranya 

pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu 

institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi.Untuk itulah, fungsi 

pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik (feed back) 

untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau 

penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki
27

. 

d.  Maksud dan Tujuan Pengawasan 

Maksud dan tujuan pengawasan sebagai berikut : 

1) Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, 

penyimpangan , ketidaksesuaian penyelenggaraaan yang 

lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang 

telah ditentukan. 

                                                           
27

 Ibid., h.100. 
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2) Agar hasil pelaksanaaan pekerjaan diperoleh secara berdaya 

guna  berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnnya.
28

 

 

2.  Mobil Angkutan Barang 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang 

Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan Pasal  2 ayat (2) mobil barang 

meliputi mobil bak terbuka, mobil bak muatan tertutup, mobil tangki dan 

mobil penarik. 
29

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 160, angkutan barang dibedakan menjadi 

dua yaitu angkutan batang umum dan angkutan barang khusus. Angkutan 

barang umum adalah angkutan barang pada umumnya yaitu barang yang 

tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus. Sementara angkutan 

khusus adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang 

khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair,gas,peti 

kemas, tumbuhan, hewan hidup dan alat berat serta membawa barang 

berbahaya, antara lain : 

a. Barang yang mudah meledak 
b. Gas  mampat, gas cair, gas cair, gas terlarut Cairan mudah 

menyala 
c. Padatan mudah menyala  
d. Bahan penghasil oksidan 
e. Racun dan bahan mudah menular 
f. Bahan yang bersifat radiaktif 
g. Bahan yang bersifat korosif.

30
 

                                                           
28

 Sopi, Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai 

Kantor Bea dan Cukai, (Bandung: tipe Madya, 2013),  h.17. 
29

 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor. 
30

 Zaldi Setiawan, Studi Integrasi Angkutan Barang, (Jakarta: Rinepka Cipta, 2016), h.6 
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 Dalam kegiatan pengangkutan barang perlu diperhatikan beberapa 

persyaratan, yaitu : 

a. Angkutan barang umum, yang harus memenuhi syarat : 

1) Prasarana jalan yang dilalui memenuhi persyaratan 

2) Tersedianya pusat distribusi logistic atau tempat untuk memuat 

dan membongkar barang 

3) Menggunakan mobil barang. 

 

b. Angkutan barang khusus dan alat berat, yang harus memenuhi 

persyaratan: 

1) Memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan 

bentuk barang yang diangkut 

2) Diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut 

3) Memarkir kendaraan di tempat yang telah ditetapkan dengan 

mengunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang 

diangkut 

4) Membongkar dan memuat barang di tempat yang telah 

ditetapkan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan 

bentuk barang yang diangkut 

5) Beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, 

keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan 

angkutan jalan 

6) Mendapat rekomendasi dari instansi terkait. 

 

Karakteristik angkutan barang dipengaruhi oleh jarak tempuh, 

volume dan berat yang sangat beragam sehingga mempunyai tuntutan atau 

persyaratan tersendiri dalam penyediaan system angkutannya. Secara 

umum barang yang diangkut dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu :  

a. Barang kering  

b. Barang cair 

c. Barang umum 

 Setiap jenis barang akan mempengaruhi jenis moda transportasi 

yang akan dipakai sehingga setiap jenis barang akan mendapatkan 
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penanganan yang tepat dari segi pengangkutan sehingga tujuan 

transportasi dapat tercapai.
31

 

3.  Overloading dan Over Dimension 

Istilah Overloading sendiri merujuk pada situasi dimana sebuah 

kendaraan bermiotor mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang 

diterapkan. Batas mengenai berat maksimum kendaraan berikut 

muatannya disebut sebagai Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI). 

Over Dimension adalah kondisi dimana dimensi pengangkut sebuah 

kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik. Kondisi  Over 

Dimension biasanya terjadi karena pemilik kendaraan melakukan 

modifikasi dimensi berupa pemendekan atau pemanjangan landasan 

(chassis) dengan mengubah jarak sumbu dan konstruksi kendaraan.
32

 

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat truk over loading dan over 

dimension ini meliputi sebagai berikut : 

a. Rusaknya infrastruktur  

Jalan dan jembatan telah dirancang untuk menangani kendaraan 

dengan dimensi tertentu. Kendaraan ODOL dapat menyebabkan 

kerusakan pada infrastruktur jalan, seperti merusak jalan, trotoar, dan 

bahkan memecah jembatan.  

b. Meningkatkan risiko kecelakaan  

Kendaraan ODOL memiliki resiko kecelakaan yang lebih 

tinggi karena cenderung sulit untuk dikendalikan. Kemampuan 

                                                           
31

 Ibid,h.8-9. 
32

 Dikutip dari situs Dinas Pekerjaan Umum , https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/ 

694/apa-itu-truk-odol-dan-mengapa-dilarang diakses pada tanggal 27 agustus 2022. 
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maneuver kendaraan yang terbatas dan visibilitas yang berkurang 

dapat meyebabkan kecelakaan, terutama dalam situasi lalu lintas yang 

padat atau dijalan dengan tikungan tajam. System suspensi dan 

pengereman yang dirancang untuk beban tertentu dapat menjadi tidak 

efektif saat beban melebihi kapasitas dan meningkatkan resiko 

kecelakaan. 

c. Menghambat Lalu Lintas  

Kendaraan ODOL seringkali membutuhkan banyak ruang 

untuk bermanuver dijalan raya. Hal ini dapat mengakibatkan 

kemacetan lalu lintas dan memperlambat laju kendaraan lain, 

khususnya di jalan-jalan yang sempit dan berliku. 

d. Efisiensi energi yang buruk 

Kendaraan yang membawa muatan lebih memerlukan tenga 

yang lebih besar ketika melakukan akselerasi. Ketika dipaksa maka 

akan banyak gas yang terbuang dan menyebabkan polusi udara. 

Pemakaian bahan bakarnya pun semakin banyak berimbas pada 

pengeluaran yang membengkak. 

e. Mengurangi usia ban dengan drastis 

Ban kendaraan yang cepat rusak ini berhubungan dengan 

pengereman yang kurang baik. Jika kendaraan sudah melebihi 

kapasitas maka ban bekerja ekstra untuk menahan beban kendaraan 

sehingga mengakibatkan ban mengalami kebotakan.
33

 

 

                                                           
33

 Dikutip dari LalaMove, https://www.lalamove.com/id/blog/dampak-negatif-muatan-

berlebih/, diakses pada Tanggal 20 Agustus 2023. 

https://www.lalamove.com/id/blog/dampak-negatif-muatan-berlebih/
https://www.lalamove.com/id/blog/dampak-negatif-muatan-berlebih/
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B. Penelitian Terdahulu 

Peneliti menggunakan temuan studi masa lalu sebagai tolak ukur dan 

perbandingan dalam penyelidikan ini, yang juga membantu dalam dalam 

pengumpulan penelitian. Sangat penting bagi peneliti untuk berbagi informasi satu 

sama lain untuk menghindari duplikasi dan replikasi penelitian sebelumnya serta 

membuat kesalahan yang sama. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan hal ini antara lain sebagai berikut :  

Tabel II.1 

Persamaan Dan Perbedaan Dari Penelitian Terdahulu 

 

Judul Perbedaan Persamaaan 

Yenni Yusnita Tahun 2019, 

“Tindakan Over Loading 

Penumpang Pada 

Transportasi Umum Bireun 

Exprees”.  Fakultas Syari’ah 

dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry Darussalam 

Banda Aceh. 

Penelitian Terdahulu 

Menggunakan Jenis 

Penelitian Kualitatif 

yang bersifat Deskriftif 

Analisis sedangkan 

peneliti sekarang 

menggunakan Metode 

Penelitian hukum 

sosiologis. 

Sama sama meneliti 

tentang Over 

Loading dan Over 

Dimension namun 

Peneliti Terdahulu 

lebih mengacu 

kepada penumpang. 

Moh. Reformasi Bangun 

Anas Tahun 2021, “Fungsi 

Pengawasan Dinas 

Perhubungan Pada 

Pelaksanaan Pengaturan 

Waktu dan Rute Operasinal 

Angkutan Barang di Kota 

Makassar”. Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin 

Makassar. 

Peneliti Terdahulu 

Meneliti Tentang 

Pengawasan Dinas 

Perhubungan Dalam 

Pengaturan Waktu dan 

Rute Operasional 

Angkutan Barang, 

sedangkan peneliti 

sekarang mengacu 

kepada peran Dinas 

Perhubungan dalam 

Mengawasi Mobil 

angkutan barang yang 

Over Loading dan Over 

Dimension 

Sama-sama 

menggunakan 

Metode Penelitian 

hukum sosiologis. 

Dini Ayu Pratiwi Tahun 

2021, “Pelaksanaan 

Pengawasan Over Dimension 

dan Over Loading Oleh Dinas 

Peneliti terdahulu 

Menggunakan Metode 

Penelitian kualitatif. 

Sedangkan peneliti 

Sama–sama 

meneliti 

Pelaksanaan 

Pengawasan Dinas 
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Judul Perbedaan Persamaaan 

PerhubunganProvinsi Riau”. 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

sekarang menggunakan 

metode penelitian 

hukum sosiologis. 

Perhubungan 

Terhadap Mobil 

Angkutan Barang 

yang Over Loading 

dan Over 

Dimension. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
34

 Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu 

berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. 

Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. 

Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, 

sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis 

artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-

langkah tertentu yang bersifat logis.
35

 

A.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis dapat 

disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum 

yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. 
36

Atau 

dengan kata lain yaitu suatu penelotian yang dilakukan terhadap keadaan yang 

sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud 

untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. 
37

 

Sifat penelitian penelitian adalah deskriktif karena hendak mengetahui 

bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten 

Bengkalis dalam mengawasi truk yang muatan lebih (Over Loading) dan truk 

yang berukuran lebih (Over Dimension). 

                                                           
34

 HB Satopo, Metode Penelusuran Kualitatif, (Surakarta: UN Press, 1999), h.25. 
35

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : sinar Grafika,2011), h.24 
36

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , (Jakarta, Sinar Grafika,2002), 

h.15 
37

 Ibid., h.16. 
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Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan 

data deskriktif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau 

perilaku yang dapat diamati.
38

 

 

B.  Lokasi Penelitian  

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di sepanjang Jalan Desa Petani 

dan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tepatnya dijalan 

Pramuka, Kecamatan Senggoro, Kabupaten Bengkalis. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah totalitas  semua nilai yang mungkin, baik hasil 

menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari pada 

karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Sedangkan 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.
39

 Adapun yang dijadikan populasi pada penelitian ini adalah Kepala 

Dinas Perhubungan, Kepala Desa Petani, dan Supir Truk. Penentuan sampel 

pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu pemilihan 

elemen sampel dengan sengaja, sehingga dalam penelitian ini sengaja dipilih 

berdasarkan kriteria dan kecakapan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini Kepala Dinas Perhubungan 

Kabupaten Bengkalis 1 orang, Kepala Desa Petani 1 orang, dan Supir Truk 3 

orang. 

                                                           
38

 Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Witra Wacana Media, 2012), 

h.11 
39

 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.100 
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Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari 

table berikut: 

Tabel III.1 

Data Olahan Peneliti 2022 

 

No Responden Populasi Sampel 

1 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis 1 1 

2 Kepala Desa Petani  1 1 

3 Supir Truk 20 3 

 Jumlah 22 5 

 

D. Sumber Data 

Sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini 

terdiri dari:  

1. Data Primer 

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya atau sumber pertama yang sering disebut dengan 

responden atau informan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data 

primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan pihak 

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Kepala Desa Petani dan supir 

truk. 

2.  Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari beberapa bahan 

hukum seperti: 

a.   Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang- undangan: 

1) Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan 

Angkutan  Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009. 
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2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 

Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan 

Kendaraan Bermotor. 

3) Surat Edaran Menteri Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pengawasan 

Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih ( Over 

Loading) dan Pelanggaran Ukuran Lebih ( Over Dimension). 

b.  Bahan Hukum Sekunder  

Bahan Hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal opini hukum, atau 

pendapat para pakar ahli dibidang hukum.
40

 

 

E.  Metode Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk 

mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan 

metode-metode sebagai berikut  

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di 

tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut penelitian digunakan 

sebagai tambahan informasi dalam penelitian. Penelitian ini untuk melihat 

bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten 

Bengkalis Dalam Mengawasi Kendaraan yang Over Loading dan Over 

Dimension. 

2. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan 

komunikasi antara satu orang atau dengan orang lainnya untuk 

                                                           
40

 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram University Press, 2020), Cet. Ke-1, h.61 



 

  

 

29 

mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam hal ini peniliti 

menanyakan langsung secara lisan dengan pertanyaan yang telah disiapkan 

terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. 

3. Dokumentasi, adalah data yang berwujud data tertulis atau gambar, 

sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi yang terkait dengan 

permasalahan penelitian. 

 

F. Teknik Analisis Data  

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan analisalah data tersebut dapat di beri arti dan makna 

yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisa data 

merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori 

(das sollen) dan praktik (das sein). Membangun suatu analisis juga berkaitan 

dengan pengujian terhadap teori yang berlaku saat ini.
41

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Dimana 

data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informasi dideskripifkan 

(dijabarkan) secara menyeluruh, kemudian  data tersebut digunakan untuk 

menjawab permasalah penelitian. 
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 Ibid., h.82. 
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BAB V  

PENUTUP  

 

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan Uraian- uraian yang telah di kemukakan penulis pada BAB  IV 

maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengawasan Over Loading dan  Over Dimension Oleh  Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Surat Edaran Menteri 

Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Mobil Barang 

Atas Pelanggaran Lebih dan Pelanggaran Ukuran Lebih yaitu dengan 

melakukan: 

a. Pemeriksaan 

Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan 

truk yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bengkalis tetapi belum 

secara optimal hal ini dibuktikan dengan  tidak turun langsung 

kelapangan untuk melakukan Operasi Razia bersama Satlantas di 

Sepanjang Jalan Desa Petani pemeriksaan ini hanya dilakukan di pos 

pemeriksaan dan stasiun penimbangan. Alasan Dinas Perhubungan 

Kabupaten tidak melakukan Razia bersama Satlantas  Karena beberapa 

faktor yaitu minimnya sumber daya manusia (personil), minimnya 

anggaran  dan minimnya teknologi dalam hal pengawasan dan 

penindakan. 
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b. Melakukan Penindakan sesuai aturan yang berlaku 

Dinas Perhubungan juga bertugas untuk menegakkan hukum 

terhadap kendaraan-kendaraan yang melanggar peraturan muatan dan 

ukuran. Ini dapat mencakup pemberian sanksi seperti denda atau 

penahanan kendaraan.. 

2. Faktor Penghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam 

Mengatasi Kendaraan Truk Over Loading dan Over Dimension sesuai 

dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 yaitu :  

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)  

Dalam hal ini yaitu Personil yang dimiliki Dinas Perhubungan 

di Kabupaten Bengkalis sehingga tidak dapat menjangkau  keseluruhan 

wilayah di  Kabupaten Bengkalis yang tergolong luas untuk melakukan 

pengawasan secara optimal. 

b. Kurangnya  Anggaran  

Dengan minimnya anggaran tentu saja menghambat kegiatan 

pengawasan, karena untuk turun melakukan pengawasan,patrol dan 

melakukan penindakan (Razia) tentu membutuhkan biaya operasional 

yang cukup agar kegiatan pengawasan tersebut dilakukan secara 

optimal dan terlaksana dengan sebaik mungkin. 

c. Kurangnya Teknologi   

Dalam hal ini teknologi yang dimaksud adalah kurangnya 

jumlah alat ukur sehingga pengukuran belum bisa dikatakan kurang 

akurat. Dan kurangnya teknologi sensor bagi pelanggar ukuran lebih 
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dan muatan lebih hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 

kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam melakukan 

Pengawasan. 

 

B.  Saran 

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut :  

1. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis supaya lebih 

mengoptimalkan pengawasan dengan turun langsung ke jalan mengadakan 

Operasi Razia dengan Pihak Satlantas setempat  di seluruh wilayah 

Kabupaten Bengkalis dengan berkala guna mencegah terjadi pelanggaran 

mobil angkutan barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih dan 

muatan lebih agar terciptanya transportasi yang aman bagi masyarakat atau 

pengguna jalan yang lainnya. 

2. Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis untuk menambah 

Sumber Daya Manusia (SDM) atau anggota yang ada agar pengawasan 

dilakukan secara optimal yang meliputi beberapa wilayah di Kabupaten 

Bengkalis.  

3. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis untuk bisa mengajukan 

rekomendasi  penambahan anggaran dan teknologi alat ukur dan teknologi 

sensor untuk mendeteksi pelanggaran terhadap mobil angkutan barang 

yang melebihi kapasitas muatan dan ukuran lebih agar bisa mengurangi 

tingkat over loading dan over dimension yang sangat membahayakan 

masyarakat dan pengguna jalan lainnya selain itu juga bisa merusak jalan 
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dan merugikan pemerintah karena perbaikan jalan tidak bisa dilakukan 

dengan anggaran yang kecil. 

4. Perlunya kesadaran dari pemilik dan supir kendaraan angkutan barang 

untuk mengikuti dan mematuhi peraturan yang berlaku agar terjaganya 

ketertiban lalu lintas, untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan 

kerusakan pada pada jalan. 
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